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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

1.  Dengan dilakukannya restrukturisasi utang PT. Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk dalam rangka membayar utang yang sudah jatuh tempo 

dapat dilakukan dengan cara melakukan penundaan pembayaran melalui 

PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang. Permohonan Restrukturisasi utang tersebut bersama 

kreditor meminta penundaan pembayaran dengan cara melakukan 

penataan restrukturisasi internal perusahaan untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan dan menurunkan beban perusahaan seperti, penambahan 

modal negara, optimalisasi rute penerbangan, pengurangan karyawan, dan 

penjualan aset perusahaan. Garuda Indonesia adalah sebagai perusahaan 

induk dan merupakan entitas bisnis yang memiliki hubungan sinergi 

dengan anak perusahaan dalam suatu upaya untuk meningkatkan 

pendapatan masing-masing perusahaan. Garuda Indonesia selain menjadi 

entitas bisnis, tetapi juga menjalankan pelaksanaan kebijakan pemerintah 

dalam mengelola grup usaha. Dengan mematuhi aturan dan kebijakan 

yang dibuat oleh pemerintah, Garuda Indonesia berperan dalam 

memperbaiki sistem grup usaha dalam rangka pembangunan nasional. 

Dalam perubahan, perusahaan induk Garuda Indonesia menjaga 
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keberadaannya dalam dunia usaha guna menyelesaikan masalah utang 

terkait status pembubaran perseroan dan kepailitan. 

2. Restrukturisasi utang dapat dikualifikasikan sebagai model pembangunan 

hukum dalam rangka menguatkan keberadaan PT. Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk sebagai entitas bisnis untuk mengatasi masalah utang, 

adalah merupakan pembangunan substansi hukum yang akan di jadikan 

sebagai sistem hukum bagi restrukturisasi internal perusahaan, sehingga 

diperlukan adanya upaya pembangunan hukum yang bersifat khusus bagi 

kepastian hukum pengelolaan grup usaha Garuda Indonesia. Untuk 

mencapai kepastian hukum bagi usaha perusahaan, pembangunan 

substansi hukum diperlukan terkait kebutuhan grup usaha Garuda 

Indonesia serta kepastian struktur organ perseroan, terutama Direksi dan 

Komisaris yang memiliki peran menjalankan dan mengawasi perseroan. 

Secara keseluruhan, substansi hukum menjadi dasar utama membangun 

kepastian hukum untuk menguatkan keberadaan Garuda Indonesia 

sebagai entitas bisnis dalam meningkatkan pendapatan dividen. Oleh 

karena itu, pembangunan hukum memperhatikan, substansi yang 

mencerminkan nilai dan kebutuhan perusahaan, struktur yang mampu 

menegakkan hukum dan menjalani ataupun mengawasi perseroan, serta 

budaya yang mengedepankan kepatuhan norma dan etika. 

5.2 Saran 

1. PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam proses restrukturisasi adalah 

sebagai perusahaan induk dalam grup usahanya, perusahaan untuk 
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menyelesaikan masalah utang guna memberikan kepercayaan kreditor 

terhadap utang yang sudah jatuh tempo. Garuda Indonesia hendaknya 

tetap menggunakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam proses 

restrukturisasi internal perusahaan, terutama dalam mengambil kebijakan, 

atau keputusan terhadap kepentingan yang menguntungkan perusahaan. 

Proses restrukturisasi internal perusahaan hendaknya memberikan 

peningkatan pertumbuhan ekonomi Garuda Indonesia. Selain itu, 

perusahaan hendaknya menjaga kepatuhan terhadap aturan dan norma 

hukum yang di bangun, serta kebijakan pemerintah untuk mendorong 

pembangunan ekonomi grup usaha dalam rangka menyelesaikan masalah 

hukum dan utang jatuh tempo Garuda Indonesia terhadap status 

pembubaran perseroan dan kepailitan. 

2. Kementerian BUMN merupakan pemegang saham PT. Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk dan anak perusahaan grup usahanya. Dalam perspektif 

pembangunan hukum Menteri BUMN hendaknya membuat aturan hukum 

berdasarkan kebutuhan substansi hukum dari grup usaha Garuda 

Indonesia sebagaimana peraturan pelaksana dari Permen BUMN Nomor 

PER-07/MBU/04/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Permen BUMN 

Nomor PER-03/MBU/08/2017 Tentang Pedoman Kerja Sama BUMN, 

sehingga menjadikan sebagai sistem hukum terkait Peraturan Menteri 

khusus bagi kepastian pengelolaan kegiatan grup usaha Garuda Indonesia 

sektor industri jasa penerbangan. Kebutuhan substansi hukum 

memberikan nilai dan kepastian dalam menguatkan keberadaan Garuda 
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Indonesia sebagai entitas bisnis industri jasa penerbangan. Organ 

perseroan hendaknya menjadikan suatu budaya hukum terhadap substansi 

yang dibangun pemerintah di butuhkan Garuda Indonesia dalam kegiatan 

usaha. Sehingga menjadikan sebagai hukum dan sistem hukum dari pada 

substansi yang di bangun guna menyelesaikan masalah kepailitan dan 

utang yang sudah jatuh tempo. 
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